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ABSTRAK 

Kewenangan hakim menerapkan diskresi dalam permohonan dispensasi 

kawin disebabkan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh hakim karena umur 

calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan tidak sesuai dengan 

ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan. Pengaturan umur ini diatur 

dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu 

19 (sembilan belas) tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita. Meskipun 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan baru-baru ini 

mengalami revisi atau perubahan terkait dengan aturan batas usia nikah yang 

terdapat pada Pasal 7 Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya 

diizinkan apabila calon mempelai laki-laki dan perempuan sudah sampai usia 19 

(sembilan belas) tahun. Aturan tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi dengan 

tujuan syariat Islam yaitu kemaslahatan dan banyak menimbulkan kemudaratan. 

Demi terhindarnya dari kemudaratan maka, diskresi hakim dalam menetapkan 

dispensasi kawin ini perlu diperhatikan dari sisi proses analisis hakim dalam 

memahami dan menafsirkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam untuk mencapai keadilan yang bermartabat. 

Sebab, kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara 

rinci alasan-alasan seseorang yang belum mencapai umur batas usia minimum 

diberi dispensasi untuk melaksanakan perkawinan 

 Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (field 

research) yang didukung dengan data primer wawancara langsung dengan hakim. 

Penulis menggunkan pendekatan yuridis-normatif dan empiris dalam penelitian 

ini. Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur Agama yang berupa al-Qur’an 

dan al-Hadits, serta aturan yang berupa hukum positif. Teori yang digunakan 

adalah teori maṣlahạh murṣalaḥ 

 Hasil penelitian dari Tesis ini adalah bahwa terdapat beberapa pengaruh 

dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 antara lain: secara 

filosofis, sebagai komitmen negara dalam menghilangkan perlakuan diskriminatif, 

secara sosiologis, semakin meningkatnya angka permohonan dispensasi kawin di 

Pengadilan Agama dalam hal ini di Pengadilan Agama Di DIY; secara yuridis, 

penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merubah 

atas peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Pasal batas usia nikah. Sedangkan 

jika dilihat dari perspektif maṣlaḥah murṣalạh sejalan dengan syariat Islam yaitu 

terciptanya kemaslahatan, diantaranya: menjaga jiwa, keturunan, dan akal; upaya 

untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia; memperkuat pertumbuhan 

perekonomian Indonesia dan mengurangi angka kemiskinan; serta untuk menuju 

Indonesia layak anak. 

 

Kata Kunci: Diskresi Hakim, Batas Usia Perkawinan, Dispensasi Kawin, 

maṣlaḥah 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman 

pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

ا  

ت

   ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

Alîf 

Bâ’ 

Tâ’ 

Sâ’ 

Jîm 

Hâ’ 

Khâ’ 

Dâl 

Zâl 

Râ’ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ’ 

zâ’ 

‘ain 

gain 

fâ’ 

qâf 

kâf 

lâm 

tidak dilambangkan 

B 

T 

Ṥ 

J 

Ḥ 

Kh 

D 

Ẓ 

R 

Z 

S 

Sy 

Ṡ 

Ḍ 

Ṱ 

Ẓ 

‘ 

G 

F 

Q 

K 

tidak dilambangkan 

Be 

Te 

es (dengan titik di atas) 

Je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

De 

zet (dengan titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

`El 
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 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

mîm 

nûn 

wâwû 

hâ’ 

hamzah 

yâ’ 

L 

M 

N 

W 

H 

’ 

Y 

`Em 

`En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 متعّددة

 عدّة

ditulis 

ditulis 

Muta‘addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbût̟ah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h 

 حكمة  

 علة

ditulis 

ditulis 

H̟ikmah 

‘illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis h. 

 ’ditulis Karâmah al-auliyâ كرامةالأولياء

 

3. Bila ta’ marbûtah hidup atau dengan harakat, fatha̟h, kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakâh al-fiţri زكاةالفطر
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D. Vokal Pendek  

__  َ _ 

 فعل

__  َ _ 

 ذكر

_  َ _ 

   يذهب  

  

fath̟ah 

 

kasrah 

 

ḍammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fath̟ah + alif 

 جاهلية

Fath̟ah + ya’ mati 

 تنسى

Kasrah + ya’ mati 

 كـريم

Dammah + wawu mati 

 فروض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

Jâhiliyyah 

â 

Tansâ 

î 

Karîm 

û 

Furûd̟ 

 

F. Vokal Rangkap  

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 بينكم

Fathah + wawu mati 

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ai 

Bainakum 

au 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof 

   أأنتم

 أعدت

   لئنشكرتم       

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A’antum 

U‘iddat 

La’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 القرآن

 القياس

ditulis 

ditulis 

Al-Qur’ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 السمآء

 الشمس

ditulis 

ditulis 

As-Samâ’ 

Asy-Syams 

 

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذويالفروض

 أهلالسنة

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd̟ 

Ahl as-Sunnah 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab, 

syariat, lafaz. 

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh 

penerbit, seperti judul buku al-Hijab 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri 

Soleh. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Tiko 

Hidayah, Mizan. 
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KATA PENGANTAR 

حمن الرحيمبسم الله الر  

 فلا يهدالله من اعمالنا سيئات ومن انفسنا شرور من ونعوذبالله ونستغفره ونستعينه نحمده لله الحمد ان

واشهد ان محمدا عبده ورسوله،  له لاشريك وحده الاالله لااله ان اشهد. له هادي فلا يضلله ومن له مضل

    )اما بعد( .وسلم أجمعين اللهم صل على سيد نا محمد وعلى اله وصحبه وبارك

Puji syukur hanya pantas tercurah ke hadirat Allah SWT, pemilik segala 

apa yang ada di bumi dan di langit, yang senantiasa memberikan nikmat-Nya 

dengan segala kasih dan sayang, sehingga Tesis ini dapat disusun sebagaimana 

mestinya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi 

Muhammad SAW, pemilik akhlak mulia yang membawa kita dari zaman 

jahiliyyah sampai kepada zaman modern ini dan sehingga mampu mengubah 

dunia dengan kelembutan tutur kata dan sikapnya, yang senantiasa kita harapkan 

syafa’atnya di hari akhir nanti, Amin. 

Setelah perjuangan yang begitu panjang dengan senantiasa berpegang 

teguh kepada pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan karya ilmiyah Tesis ini 

dengan judul “Penerapan Diskresi Hakim Mengenai Dispensasi Kawin Pasca 

Revisi UU No 1 Tahun 1974 (Studi Pada Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-

2020)” disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program 

Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan 

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bahwa penulis 

sangat menyadari penulisan Tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa campur 

tangan dan tanpa adanya bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai 

pihak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, begitu juga dengan Tesis ini yang 
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masih jauh dari kata sempurna. Meskipun demikian berkat rahmat dan hidayah-

Nya serta pertolongan dari berbagai pihak, Tesis ini dapat diselesaikan 

penulisannya. Oleh karena itu, penulis hendak mengucapkan banyak terimakasih 

kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya. 
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membimbing penulis menyelesaikan karya ini. Banyak terima ksih penulis 

ucapkan atas bImbingan, kesabaran, kritik dan saran yang beliau berikan 

dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan Tesis ini. 

5. Bapak Dr. Fathorrohman, S.Ag., M.SI. Selaku Pembimbing Akademik yang 
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6. Seluruh dosen dan Staf Prodi Magister Hukum Islam. Terima kasih atas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diskresi atau kebebasan bertindak berpadanan dengan kata discretion, 

discretionary power dalam bahasa Inggris, pouvoir discretionnaire dalam 

bahasa Perancis, dan freies ermessen dalam bahasa Jerman. Freies ermessen 

terdiri dari dua suku kata, yaitu frei yang berarti bebas, merdeka, tidak 

terikat dan ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga. 

Dengan demikian, freies ermessen dapat diartikan sebagai orang yang bebas 

mempertimbangkan, bebas mengambil keputusan.
1
 Menurut Ridwan, diskresi 

merupakan ruang gerak bagi pejabat administrasi Negara untuk melakukan 

tindakan guna mencapai tujuan negara tanpa terikat sepenuhnya pada undang 

undang. Melalui tindakan ini, keputusan administrasi negara sebagai 

penyelenggara kepentingan publik akan lebih mengutamakan pencapaian 

tujuan (doelmatiheid) daripada harus berpegang pada hukum yang berlaku 

(rechmatigheid) secara kaku.
2
 

Kebebasan bertindak bagi pejabat administrasi negara hanya dapat 

dilakukan dalam batas-batas tertentu dan harus dapat dipertanggungjawabkan, 

baik secara moral maupun hukum. Dalam berbagai literature hukum 

                                                           
1 

Ramadhita, “Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan”, de 

Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 6 Nomor 1 (Juni 2014), hlm. 62. 

 
2 

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 

hlm. 177. 
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adiministrasi negara disebutkan bahwa diskresi atau kebebasan bertindak atas 

inisiatif sendiri bagi pejabat (hakim) administrasi negara hanya dapat 

dilakukan jika ada wewenang
3

 yang dilimpahkan kepadanya melalui peraturan 

perundang-undangan yang berlaku (iusconstitutum). 

Kewenangan hakim sebelum memutus perkara diharuskan dan 

dituntut untuk selalu mempertimbangkan dan menggali rasa keadilan yang 

hidup ditengah masyarakat, serta melihat seluruh peraturan Perundang-

Undangan yang dilahirkan menurut konteksanya supaya putusan hakim 

mempunyai jiwa dan bisa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman 

(mewujudkan yurisprudensi) dalam hal ini diharapkan hakim lebih 

menggunakan diskresinya  ketika hendak mengambil keputusan terlebih dalam 

memberi putusan dispensasi kawin bagi mereka yang mengajukannya. Hakim 

Pengadilan Agama mestinya lebih mempertimbangkan dan menganalisa serta  

melihat dari berbagai aspek kemaslahatan yang ada jika hendak memutuskan 

putusan suatu perkara khususnya memberi putusan dispensasi kawin. 

Melihat fenomena yang ada dilapangan bahwa, tidak sedikit hakim-

hakim di Indonesia khususnya dilingkungan Pengadilan Agama Di DIY dalam 

                                                           
3
 Herbert G. Hick menyatakan bahwa wewenang adalah kekuasaan yang sah untuk 

melakukan suatu perubahan. Misalnya mengeluarkan instruksi terhadap orang lain. 

Definisi serupa juga disampaikan oleh Jum Anggriani yang menyatakan bahwa wewenang adalah 

kemampuan untuk bertindak atau berbuat sehingga menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan 

kewenangan adalah kumpulan dari berbagai wewenang yang ada dalam sebuah lembaga. Misalnya 

dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama perkawinan 

disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan 

perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; 

wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari'ah. Masing-masing bidang 

merupakan wewenang. Kumpulan dari keseluruhan wewenang di atas disebut dengan kewenangan 

absolut atau lazim disebut kompetensi absolut Pengadilan Agama. Lihat Jum Anggriani, Hukum 

Administrasi Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 88. 
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memutus perkara cenderung hampir menerima dan memutuskan secara 

keseluruhan dalam hal ini dispensasi kawin. Contoh dalam hal ini misalnya di 

Pengadilan Agama Sleman, tercatat ada 133 permintaan dispensasi pada tahun 

2019 namun hanya 117 yang putus. Sedangkan pada tahun 2020 permintaan 

dispensasi kawin meningkat menjadi 279, sebanyak 227 yang putus.
4
 Hal ini 

perlu penulis teliti lebih jauh lagi terkait penerapan diskresi hakim mengenai 

dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

Ditelisik lebih jauh lagi, Hakim Pengadilan Agama Sleman Wahyudi, 

mengatakan salah satu faktor penyebab meningkatnya permintaan dispensasi 

kawin adalah perubahan peraturan batas minimal perkawinan.  

Peraturan baru sudah ada, dan sudah diterapkan. Dahulu usia 17 (tujuh 

belas) atau 18 (delapan belas) tahun tidak perlu pakai dispensasi, akan 

tetapi sekarang harus di pakai. Praktis itu akan menambah permohonan 

dispensasi kawin. Bila nanti ada aturan batas usia minimal 20 (dua 

puluh) tahun misalnya, pasti akan meningkat lagi, katanya saat ditemui 

di Pengadilan Agama Sleman, Senin (04/01/2021).
5
 

 

Sebagaimana batas usia perkawinan telah ditetapkan secara jelas dalam 

undang-undang perkawinan. Sebelumnya batas usia perkawinan dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah 16 (enam 

belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki. 

Kemudian diubah dan disetarakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun baik 

                                                           
4  

Pengadilan Agama Sleman “Daftar Rekapitulasi Data Dispensasi Kawin 2019”, dikutip 

Pada Tanggal 07 Mei 2020. 

 
5
 Jogja.Tribunnews, dikutip dari https://jogja.tribunnews.com/2021/01/04/permintaan-

dispensasi-kawin-di-wilayah-sleman-meningkat-hamil-di-luar-nikah-jadi-satu-penyebabnya, akses 

17 Maret 2021. 

https://jogja.tribunnews.com/2021/01/04/permintaan-dispensasi-kawin-di-wilayah-sleman-meningkat-hamil-di-luar-nikah-jadi-satu-penyebabnya
https://jogja.tribunnews.com/2021/01/04/permintaan-dispensasi-kawin-di-wilayah-sleman-meningkat-hamil-di-luar-nikah-jadi-satu-penyebabnya
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bagi laki-laki maupun wanita melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Hal urgen yang mendorong 

terjadinya perubahan ketentuan tersebut ialah pembedaan batas umur antara 

laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan yang dianggap tidak 

konstitusional karena melanggar asas kesamaan di mata hukum pada Pasal 28 

D Ayat (1) UUD 1945. Perbedaan batas umur tersebut awalnya ditentukan 

berdasarkan tingkat kematangan biologis antara laki-laki dan wanita. Namun, 

bila ditarik ke masa sekarang, hal tersebut justru merefleksikan adanya 

diskriminasi dan penghilangan hak-hak dasar serta pengabaian terhadap 

kesehatan mental maupun fisik wanita.
6
 Zaman yang semakin maju 

mendorong wanita untuk melakukan segala bentuk produktivitas dan meraih 

pendidikan yang layak. Wanita memiliki hak-hak dasar yang sama dengan 

laki-laki seperti pendidikan, sosial, hak sipil, hak ekonomi dan hak-hak 

konstitusional lainnya sebagai warga Negara.
7
 

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan juga dinyatakan semangat perubahan terhadap batas umur 

perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) semata dilakukan agar pihak yang akan 

melangsungkan perkawinan benar-benar matang jiwa dan raganya sehingga 

tidak terjadi perceraian dan dapat melahirkan keturunan yang berkualitas. 

Kenaikan batas umur perkawinan ini diharapkan juga mampu menekan laju 

                                                           
6
 Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin 

Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”, Jurnal Al-Manhaj, Vol. 2, No. 2 (Desember 

2020), hlm. 140. 

 
7
 Moch Nurcholis, “Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif 

Maqasid al-Usrah (Analisis Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017),” Jurnal 

Mahakim, Vol. 3, No. 1 (Januari 2019), hlm. 4. 
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kelahiran menjadi lebih rendah, mengurangi resiko kematian ibu dan bayi, 

terpenuhinya hak-hak anak agar tumbuh kembangnya lebih optimal dengan 

pendampingan penuh dari orang tua serta memberi kesempatan pendidikan 

yang seluas-luasnya kepada anak. Dengan adanya undang-undang justru 

membuat hukum menjadi beku, statis dan sukar berubah.
8
 Sebagai pemeran 

utama dalam proses peradilan (demi mewujudkan kepastian, kemanfaatan dan 

keadilan) hakim harus lebih cenderung kepada wewenang yang dimiliki yaitu 

diskresi dalam memutuskan suatu perkara.
9
 

Diskresi perlu kiranya hakim lebih menggunakan wewenangnya dalam 

memutus suatu perkara dispensasi kawin pasalnya di Indonesia dikenal 

dengan banyaknya kasus dispensasi kawin, yaitu pemberian hak kepada 

seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia 

pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus 

berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon 

suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun, atau calon isteri 

belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka harus mendapatkan 

dispensasi nikah dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi 

mereka yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami 

isteri yang diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun wanita kepada 

                                                           
8
 Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, 

cet. ke- 1 (Bandung: PT  Alumni, 2012), hlm. 98. 

 
9
 Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sitem 

Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 

hlm. 253. 
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Pengadilan Agama tempat tinggalnya.
10

 Pada Undang-undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) sebelum direvisi, 

menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah 

mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” 

Kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai 

adalah salah satu prinsip yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, karena 

perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk 

keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang salèh. Perkawinan yang 

dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau di bawah umur 

dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang 

dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang tetapi karena kurangnya 

pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau 

yang biasa disebut ilmu parenting sehingga anak akan tumbuh dan 

berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu, 

perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya menikah harus 

diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-

kekhawatiran tersebut.
11

 

Judicial Review yang pertama kalinya diajukan ke MK adalah pada 

tahun 2014 akan tetapi, saat pengajuan pertama tersebut ditolak oleh MK. 

Kemudia yang kedua pada bulan April tahun 2017, tiga orang pemohon yang 

                                                           
10

 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 Tahun 1974 Dengan 

Kompilasi Hukum Islam  (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm. 183. 

 
11

 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 144. 
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mereka adalah perwakilan penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, 

Maryanti, dan Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ 

mengajukan permohonan Judicial Review ke MK terkait kesetaraan 

(kenaikan) batas usi perkawinan menjadi sama-sama 19 (sembilan belas) 

tahun. Permohonan tersebut lalu dicatat sebagai perkara 22/PUU-XV/2017 

perihal pengajuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

terhadap UUD 1945. Dan mengenai Pasal yang akan diujikan dalam 

permohonan tersebut adalah Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “segala warga 

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. 

Setelah mengalami beberapa kali melakukan persidangan dan sempat 

adanya penundaan dengan alasan yang kurang jelas, pada Desember 2018 MK 

melalui amar putusan MK menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 tahun 

(enam belas) tahun” dalam Pasal 7 Ayat (1) adalah bertentangan dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. Maka putusan MK tersebut juga 

termasuk “memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara 

Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas 
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minimal usia perkawinan bagi perempuan”.
12

 Karena dipengaruhi oleh 

banyaknya faktor dampak dari perkawinan dini, pada tanggal 14 Oktober 

2019, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

Pasal 7 Ayat (1) resmi disahkan. Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019. Batas usia perkawinan yang awalnya 16 (enam belas) tahun untuk 

wanita dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sama dengan minimal 

batas usia perkawinan untuk laki-laki. 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan 

Nomor 22 IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan MK dalam putusan 

tersebut adalah “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita 

itu berdampak pada atau menghalangi hak-hak dasar atau hak-hak 

konstitusional warga negra, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak 

sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan 

kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan 

alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan 

dsikriminasi”. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan 

batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja 

menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk 

keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, 

melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan 

pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) 

UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih 
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Dewi Komalasari, dikutip dari http://www.jurnalperempuan.org/warta-

feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil, akses 20 

Januari 2021. 

http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil
http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil
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rendah dibanding pria, maka secara hukm wanita dapat lebih cepat untuk 

membentuk keluarga. Oleh sebab itu, dalam amar putusan MK 

memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
13

 

Berdasarkan perundangan-undangan di Indonesia, syarat perkawinan itu 

ada dua macam, yaitu syarat materiil dan syarat formal.
14

 Salah satu syarat 

materiil adalah pembatasan umur calon mempelai. Dalam hukum Islam, batas 

umur calon mempelai tidak disebutkan dengan pasti, hanya saja disebutkan 

bahwa baik pria dan wanita yang hendak menikah adalah benar-benar orang 

yang بلغ (dewasa). Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisā’ (4) Ayat 

6.
15

 

Al-Qur’an secara tersurat (tekstual) memang tidak menetapkan umur 

kawin sebagai syarat nikah, tetapi secara tersirat (kontekstual) al-Qur’an tidak 

menutup kemungkinan menetapkan usia perkawinan sebagai syarat untuk 

melaksanakan perkawinan. Satu hal yang ditekankan dalam al-Qur’an yaitu بلغ 

(dewasa) secara psikis atau mental, ciri utama بلغ (dewasa) seseorang adalah 

kecerdasan rūsḥd. Sedangkan dari segi fisik kedewasaan seseorang adalah 

                                                           
13

 Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan UU Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan. 

 
14

 Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 272. 

 
15

 Lihat Surat an-Nisā’ (4) ayat 6. 
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ditandai dengan keluar air sperma mani bagi laki-laki dan menstruasi haid 

bagi perempuan.
16

 

Secara metodologis, langkah penentuan usia perkawinan didasarkan 

kepada metode maṣlaḥah mursalah. Namun demikian, karena sifatnya yang 

ijtihadi (kebenarannya relatif), ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, 

apabila karena sesuatu dan lain hal, perkawinan dari mereka yang usianya di 

bawah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 19 (sembilan beas) tahun bagi 

wanita, undang-undang tetap memberi jalan keluar.
17

 

Setelah melihat betapa kompleksnya persoalan terkait ketentuan batas 

minimal usia perkawinan di atas sekarang muncul pertanyaan baru lagi bagi 

masyarakat, apakah relevan atau tidak relevan dinaikkannya Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika dilihat fakta-fakta dalam 

lapangan masih banyak kasus perkawinan dilakukan di bawah ketentuan batas 

yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 16 (enam belas tahun) Tahun 

2019 tentang Perkawinan. Padahal, sudah mengalami revisi total tentang batas 

usia Perkawinan menjadi sama rata yakni laki-laki 19 (sembilan belas) tahun 

dan perempuan 19 (sembilan belas) tahun. Jika ditelisik lebih dalam lagi 

terkait persoalan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, sebut saja 

pada tahun 2019-2020 tingkat angka dispensasi perkawinan yang diajukan ke 

Pengadilan Agama terjadi peningkatan secara signifikan. Hal ini terjadi salah 

                                                           
16

 M. Ichwan Sam (et.al), Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III 

(Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), hlm. 231. 

 
17

 Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam, cet. 1 

(Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 51. 
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satu penyebabnya tidak lain adalah karena adanya revisi Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tahun 2019.  

Hal ini, yang melatarbelakangi penulis merasa penting untuk meneliti 

tentang: PENERAPAN DISKRESI HAKIM MENGENAI DISPENSASI 

KAWIN PASCA REVISI UU NO 1 TAHUN 1974 (STUDI PADA 

PENGADILAN AGAMA DI DIY TAHUN 2019-2020). 

 

B. Rumusan Masalah  

Sebagaimana paparan tersebut di atas menunjukkan bahwa telah terjadi 

gap antara harapan (das sollen) masyarakat sipil dengan kenyataan (das sein) 

pengesahan Undang-Undang Perkawinan yang baru. Dahulunya oleh 

masyarakat mengharapkan adanya perubahan tingkat penurunan angka 

dispensasi di Pengadilan Agama setelah pengesahan di MK. Akan teapi, 

harapan oleh masyarakat tidak terjadi dan peraturan Undang-Undang 

Perkawinan baru ini dianggap tidak menjawab harapan-harapan oleh 

masyarakat yang dulunya ikut mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. 

Semestinya Undang-Undang yang baru ini bisa mengakomodasi aspirasi 

masyarakat, akan tetapi pada kenyataannya justru masih terjadi terjadi pro-

kontra dari berbagai kalangan. Dengan demikian permasalahan tersebut dapat 

diderivasi ke dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagaimana berikut: 
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1. Bagaimana penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca 

revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Di 

DIY Tahun 2019-2020? 

2. Mengapa hakim menerapkan diskresi mengenai dispensasi kawin pasca 

revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pengadilan Agama Di 

DIY Tahun 2019-2020?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah ingin 

membongkar argumen Hakim Pengadilan Agama Di DIY terhadapa 

penerapan diskresi Hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu, penulis ingin membuat atau 

menciptakan argument yang berbeda terkait bagaimana penerapan diskresi 

hakim dalam memberi putusan terhadap dispensasi kawin berdasarkan 

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai yang hendak melakukan 

perkawinan dini.  

Menjelaskan alasan hakim mengapa menerapkan diskresi mengenai 

dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada 

Pengadilan Agama Di DIY Tahun 2019-2020. 

1. Penelitian diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam rangka 

memperkaya khazanah ilmu pengetahuna dan wawasan terhadap persoalan 

yang berhubungan dengan diskresi hakim dalam hal ini mengenai 

dispensasi perkawinan. 
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2. Penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat dan akademisi 

hukum yang beracara di Pengadilan Agama terutama dalam memberikan 

hal-hal yang terbaik bagi anak calon mempelai dalam hal ini dispensasi 

kawin bagi anak yang akan melangsungkan perkawinan dini. 

 

D. Telaah Pustaka 

Tujuan dari kajian pustaka adalah agar tidak terjadi persamaan dengan 

penelitian yang sudah ada terhadap penelitian ini. Guna untuk melihat 

perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya, 

maka penulis menelusuri penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan 

diskresi hakim mengenaipemberian putusan dispensasi kawin. Ada beberapa 

bentuk penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, 

penulis mencoba mendeskripsikan sebagai berikut: 

Penelitian-penelitian yang berhubungan dengan Hakim Memutus 

Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yaitu tentang dispensasi kawin, 

penelitian ini dialakukan oleh beberapa peneliti yaitu Ghesti Yunia Purnadewi, 

Bagya Agung Prabowo dan Fitriani Dwi Marlina. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ghesti Yunia Purnadewi menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama 

Surakarta mengenai dispensasi kawin mengabulkan permohonan ke dua calon 

mempelai berdasrkan ketentuanPerundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya anak yang 

belum mencapai batas minimal usia perkawinan akan dikabulkan dengan 

sesuai peraturan yang berlaku. Permohonan tersebut dikabulkan disebabkan 
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karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor 

hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan 

faktor adat istiadat. Kedua, pengabulan permohonan dispensasi perkawinan 

dini di Surakarta oleh hakim biasanya didasarkan pada pertimbangan dampak 

positif atau negatif dari adanya perkawinan tersebut.
18

 

Sedangkan penelitian Bagya Agung Prabowo menyatakan 

pertimbangan hakim dalam menetapkan dsipensasi kawin dengan dasar yang 

sama pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

dalam hal ini hakim mengklasifikasikan menjadi dua pertimbangan, yaitu: 

pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan bagi masyarakat. 

Pertimbangan hukum berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus 

sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan setelah syarat dan 

ketentuan sudah terpenuhi disaat itu juga hakim akan menerima perkara yang 

diajukan oleh pemohon.
19

 Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fitriani 

Dwi Marlina menyimpulkan hakim MK juga mendasarkan pertimbangannya 

pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
20

 

                                                           
18 

Ghesti Yunia Purnadewi, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan 

Dispensasi Niah di Bawah Umur di lihat dari Segi Manfaat dan Mudharat (Studi Kasus Pengadilan 

Agama Surakarta).” Skripsi, Fakultas Hukum universitas Muhammadiyah Surakarta (2016). 
 
19 

Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi 

Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul” (Jurnal, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Indonesia. No. 2, Vol. 20  (April-2013). 

 
20 

Fitriani Dwi Marlina, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-

74/Puu-Xii/2014 Tentng Uji Materi Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974”, 

Skripsi Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung ( 2016). 



15 

Selain itu, penulis juga menemukan penelitian-penelitian Hakim 

Memutus Berdasarkan pertimbangan atau pendekatan Sosiologis yang 

dilakukan oleh Achmad Furqan Darajat, Kholifatun Nur Mustofa dan Achmad 

Rifan menggunakan Sejarah Sosial. Penelitian yang digunakan oleh Achmad 

Furqan Darajat melalui pendekatan Sosiologis, temuannya menyatakan: 

Pertama, bahwa dalam hukum Islam da hukum Adat tidak ada batasa umur 

yang ditentukan secara rinci. Kedua, latar belakang ditentukan batas usia 

minimal untuk menekan problematika sosial masyarakat dalam rumah tangga 

yang meliputi banyaknya perkawinan di usia dini. Ketiga, relevansi 

pembatasan usia minimal perkawinan dapat diamatai dari kemajuan yang 

terjadi dalam usaha mengurangi perkawinan pada usia dini, dan mengubah 

cara pandang masyarakat. Dalam konteks perubahan sosial, tindak lanjutnya 

dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan lembaga-lembaga hukum, non 

hukum, maupun peraturan-peraturan lain.
21

 

Lain halnya dengan temuan yang dilakukan oleh Kholifatun Nur 

Mustofa yang melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kebumen, 

temuannya menyatakan bahwa upaya-upaya lembaga untuk menaikkan batas 

umur Perkawinan tergolong gagal. Hakim juga tidak memiliki batas minimal 

dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.
22

 Sedangkan temuan dari 

Achmad Rifan memberi kesimpulan bahwa ada perbedaan terhadap batasan 

                                                           
21 

Achmad Furqan Darajat, “Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1974 Dengan Sistem hukum Islam, Adat dan Belanda”. Tesis. Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012). 

 
22 

Kholifatun Nur Mustofa, “Konservatisme dan Resitensi Tehadap Pembaharuan Usia 

Minimum Perkawinan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama”. Tesis, Fakultas 

Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga (2018). 
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usia perkawinan di Indonesia. Untuk kalangan yang kontra menolak adanya 

pembaharuan hukum Islam karena di hukum Islam sendiri tidak ada aturan 

yang jelas dan tegas penentuan usia perkawinan, sedangkan untuk kalangan 

yang setuju adanya pembaharuan ialah dengan beralasan perubahan sosial di 

masyarakat dari waktu ke waktu.
23

 

Kemudian, penulis juga menemukan penelitian-penelitian yang 

menyimpulkan bahwa Memutus Berdasarkan Diskresi Hakim atau dengan 

kewenangannya, diantaranya dilakukan oleh Dwi Idayanti, Meylissabet. 

Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kotamobag oleh Dwi 

Idayanti menyimpulkan bahwa hakim menggunakan diskresinya dalam 

memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan 

dan kemudaratannya.
24

 Sedangkan, Penelitian yang dilakukan di Pengadilan 

Agama Se-DIY oleh Meylissabet menyimpulkan bahwa hakim sepakat bahwa 

adanya aturan dispensasi kawin dan menggunakan diskresinya untuk 

meminimalisir keburukan-keburukan yang akan terjadi dan demi melakukan 

perlindungan terhadap kepentingan terbaik bagi anak.
25

 

 

 

 

                                                           
23 

Achmad Rif’an, Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di 

Indonesia”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). 

 
24 

Dwi Idayanti, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus 

di Pengadilan Agama Kotamobagu)”, Jurnal Lex Privatum, No. 2, Vol. 2 (April 2014), hlm. 5-15. 

 
25 Meylissabet, “Praktek Dispensasi Nikah Krena Hamil di Pengadilan Agama se-DIY 

(Studi Sikap-sikap Hakim Pengadilan Agama se-DIY), “Tesis, Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga (2015). 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

 

NO PENELITI JUDUL MASALAH METODE 

 

HASIL 

 

1 Achmad 

Rifan 

 

 

(2017) 

DINAMIKA 

PERKEMBAN

GAN BATAS 

MINIMAL 

USIA 

PERKAWINA

N DI 

INDONESIA 

 Bagaimana 

Perkembangan 

Pembatasan Usia 

Perkawinan Dari 

Undang-Undang 

Perkawinan Hingga 

Sekarang? 

 Apa Factor Dan Alas 

An Yang Menyebabkan 

Adanya Pembatasan 

Dalam Usia 

Perkawinan? 

(Library 

Research) 

 

Pendekatan: 

Sejarah 

Sosial 

Dari Tesis Diperoleh 

Bahwa: 

 Adanya Pro Kontra 

Terhadap Peraturan 

Positif Dan Peraturan 

Dalam Huku Islam 

2 Dwi 

Idayanti 

 

 

(2014) 

PEMBERIAN 

DISPENSASI 

MENIKAH 

OLEH 

PENGADILAN 

AGAMA 

(STUDI 

KASUS DI 

PENGADILAN 

AGAMA 

KOTAMOBAG

) 

 Bagaimana Pengaturan 

Pengajuan Dispensasi 

Menikah Di Pengadilan 

Agama? 

 Bagaimana Proses Dan 

Tata Cara Pengajuan    

Dispensasi    Menikah    

Pada Pengadilan 

Agama Kotamobagu ? 

(Field 

Research) 

 

Pendekatan: 

Yuridis-

Normatif 

Dari Jurnal  Yang 

Dibahas Dapat 

Disimpulkan: 

 Bagi Yang Belum 

Mencapai Umur 

Sesuai UU 

Perkawinan No 1 

Tahun 1974 Harus 

Mendapat Dispensasi 

Dari PA Setempat 

 Hakim Dalam 

Memutuskan Perkara 

Permohonan 

Dispensasi Kawin 

Berdasarkan 

Kemaslahatan Dan 

Kemudharatannya 

 

3 Kholifatun 

Nur 

Mustofa 

 

 

(2018) 

KONSERVATI

SME DAN 

RESITENSI 

TEHADAP 

PEMBAHARU

AN USIA 

MINIMUM 

PERKAWINA

N DAN 

PRAKTIK 

DISPENSASI 

NIKAH DI 

PENGADILAN 

AGAMA 

KEBUMEN 

 Mengapa Ketentuan 

Batas Minimal Usia 

Perkawinan Yang 

Diatur Dalam Undang-

Undang No 1 Tahun 

1974 Mengalami 

Resistensi Dalam 

Upaya Perubahan? 

 Apakah Hakim 

Mempunyai Batas 

Minimal Umur Dalam 

Menetapkan Kasus 

Dispensasi Nikah? 

 Bagaimana Sikap 

Hakim Terhadap 

Ragam Usia Dalam 

Dispensasi Nikah 

Tersebut? 

(Field 

Research) 

Deskriptif-

Analitik 

 

Pendekatan: 

Sosiologis 

Pada Hasil Penelitian 

Tesis tersebut Bahwa: 

 Upaya-Upaya 

Lembaga Untuk 

Menaikkan Batas 

Umur Perkawinan 

Gagal 

 Hakim Tidak 

Memiliki Minimal 

Umur Dalam 

Memutuskan Kasus 

Dispensasi Nikah 
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4 Achmad 

Furqan 

Darajat 

 

 

(2012) 

RELEVANSI 

BATAS 

MINIMAL 

PERNIKAHAN 

DALAM 

UNDANG-

UNDANG 

NOMOR 1 

TAHUN 1974 

DENGAN 

SISTEM 

HUKUM 

ISLAM, ADAT 

DAN 

BELANDA 

 

 Bagaimana Konteks 

Penentuan Batas 

Minimal Usia 

Perkawinan Dalam UU 

No 1 Tahun 1974 

 Apa Makna Otentik 

Dari Ketentuan Batas 

Usia Kawin Dalam UU 

No 1 Tahun 1974 

 Bagaimana Relevansi 

Ketentuan Batas 

Minimal Usia Kawin 

Dengan Konteks Saat 

Ini Dan Kontribusinya 

Terhadap 

Pembangunan Social 

Masyarakat? 

(Library 

Research)  

 

Pendekatan: 

 

Normatif, 

Sosiologis 

Dalam Hasil 

Penelitian Tesis 

Dijelaskan Bahwa: 

 Hukum Islam Dan 

Hukum Adat Tidak 

Ada Batasan Umur 

Yang Ditentukan 

 Untuk Menekan 

Problematika Sosial 

Banyaknya 

Perkawinan Di Usia 

Muda 

 Mengubah Cara 

Pandang Masyarakat 

Dengan Menekan 

Efek Negatif 

Perkawinan Pada 

Usia Muda 

5 Meylissabet 

 

 

(2015) 

PRAKTEK 

DISPENSASI 

NIKAH 

KRENA 

HAMIL DI 

PENGADILAN 

AGAMA SE-

DIY (STUDI 

SIKAP-SIKAP 

HAKIM 

PENGADILAN 

AGAMA SE-

DIY) 

 Bagaimana Sikap Para 

Hakim Pengadilan 

Agama Se-DIY 

Yogyakarta Terkait 

Dispensasi Nikah 

Dengan 

Mempertimbangkan 

Prinsip Perlindungan 

Terhadap Anak? 

 Bagaimana Ide-Ide 

Yang Ditawarkan Para 

Hakim Pengadilan 

Agama Se-DIY 

Yogyakarta Untuk 

Menanggulangi 

Tingginya Dispensasi 

Nikah Karena Hamil 

Dengan 

Mempertimbangkan 

Fakta-Fakta 

Persidangan? 

(Field 

Research) 

 

Pendekatan: 

Normatif-

Yuridis 

 

Hasil dari 

Penelitian Tesis ini 

Menjelaskan 

Bahwa:  

 Hakim Sepakat 

Bahwa Adanya 

Aturan Dispensasi 

Nikah 

 Meminimalisir 

Keburukan-

Keburukan Yang 

Akan Terjadi 

Dikemudian Hari 

 Diperlukannya 

Kontrol Dari 

Berbagai Pihak 

6 Ghesti 

Yunia 

Purnadewi 

 

 

(2016) 

PERTIMBANG

AN HAKIM 

DALAM 

MENGABULK

AN 

PERMOHONA

N DISPENSASI 

NIKAH DI 

BAWAH 

UMUR DI 

LIHAT DARI 

SEGI 

MANFAAT 

DAN 

MUDHARAT 

(STUDI 

 Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Munculnya Dispensasi 

Nikah Di Masyarakat? 

 Bagaimana 

Pertimbangan Hakim 

Dalam Memutus 

Sengketa Tentang 

Dispensasi Nikah? 

(Field 

Research) 

 

Pendekatan: 

Normatif-

Yuridis 

 

Pada Penelitian 

Skripsi ini Dijelaskan 

Bahwa: 

 Banyaknya 

Perkawinan Dini 

Yang Terjadi Di 

Surakarta  

 Faktor Hamil Di Luar 

Nikah,  

 Faktor Ekonomi,  

 Faktor Pendidikan,  

 Faktor Orang Tua  

 Dan Faktor Adat 

Istiadat 
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KASUS 

PENGADILAN 

AGAMA 

SURAKARTA) 

 Hakim Memberi 

Putusan Berdasarkan 

Pertimbangan Positif 

dan Negatif 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagya 

Agung 

Prabowo 

 

 

(2013) 

PERTIMBANG

AN HAKIM 

DALAM 

PENETAPAN 

DISPENSASI 

PERKAWINA

N DINI 

AKIBAT 

HAMIL DI 

LUAR NIKAH 

PADA 

PENGADILAN 

AGAMA 

BANTUL 

(JURNAL 

HUKUM – 

UNIVERSITAS 

ISLAM 

INDONESIA 

2013) 

 Bagaimanakah 

Penggunaan KHI 

Sebagai Dasar 

Pertimbangan Hakim 

Dalam Penetapan 

Dispensasi Perkawinan 

Dini Akibat Hamil Di 

Luar Nikah Pada 

Pengadilan Agama 

Bantul? 

 Bagaimana Implikasi 

Hukum Terhadap 

Penetapan Dispensasi 

Perkawinan Usia Dini 

Akibat Hamil Di Luar 

Nikah Pada Pengadilan 

Agama Bantul ? 

(Field 

Research) 

 

Pendeketan: 

Yuridis-

Normatif 

 

Hasil dari Penelitian 

Jurnal ini Bahwa: 

 Hakim Dalam 

Menetapkan 

Dispensasi 

Perkawinan Dini 

Dengan; 

Pertimbangan Hukum 

Dan Pertimbanagn 

Keadilan Masyarakat 

 Dispensasi 

Perkawinan Dini 

Perlu Diperketat 

Karena Perceraian 

Akibat Perkawinan 

Di Bawah Umur 

Semakin Meningkat 

8 Fitriani 

Dwi 

Marlina 

 

 

(2016) 

ANALISIS 

TERHADAP 

PUTUSAN 

MAHKAMAH 

KONSTITUSI 

NOMOR 30-

74/PUU-

XII/2014 

TENTNG UJI 

MATERI 

PASAL 7 

AYAT 1 DAN 

2 UU 

PERKAWINA

N NO 1 

TAHUN 1974. 

 Apa Alasan Pemohon 

Mengajukan Uji Materi 

Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 

Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 ? 

 Bagaimana 

pertimbangan hukum 

Hakim Mahkamah 

Konstitusi dalam Uji 

Materi pasal 7 Ayat 1 

dan 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 

terhadap putusan 

Mahkamah Konstitusi 

No.30-

74/PUUXII/2014 ? 

(Library 

Research) 

 

Pendekatan: 

Normatif-

Yuridis 

Hasil Dari Penelitian 

Ini Menjelaskan 

Bahwa:  

 MK Menolak 

Tentang Uji Materil 

Pasal 7 Ayat 1 Dan 2 

 MK Menganut 

Perbedaan 

Pengaturan Yang 

Berbeda Tentang 

Usia Perkawinan 

 Majelis Hakim 

Konstitusi 

Mengatakan Tidak 

Ada Jaminan 

Peningkatan Batas 

Usia Menikah Dari 

Umur 16 Tahun 

Menjadi 18 Tahun 

Untuk Perempuan 

Akan Dapat 

Mengurangi Masalah 

Perceraian, 

Kesehatan, Serta 

Masalah Sosial 
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Berdasarkan telaah pustaka di atas tersebut, menunjukkan hakim 

beragam cara dalam menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan 

diskresi hakim mengenai dispensasi kawin, ada yang menggunakan diskresi 

(wewenang) dan ada yang tidak. Idealnya ketika hakim mengetahui para pihak 

yang berperkara anak di bawah umur dalam hal ini dispensasi kawin, maka 

kedua anak tersebut mestinya mendapatkan perlindungan dengan memberi 

dispensasi kawin karena dengan perlindungan adalah kebutuhan primer bagi 

kedua calon yang hendak menikah. Setiap kebutuhannya hanya bisa dipenuhi 

melalui orang lain dalam hal ini hakim. 

 

E. Kerangka Teoritik  

Teori dalam penelitian ini penulis mencoba melihat dari teori  sadd al-

ẓarī’ah dan maṣlaḥah teori ini akan menganalisa tentang bagaimana 

menerapkan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pada Pengadilan 

Agama Di DIY. Dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana hakim 

menerapkan diskresi dalam hal ini mengenai dispensasi kawin serta apa saja 

yang melatarbelakangi terjadinya angka peningkatan dispensasi kawin pada 

Pengadilan Agama Di DIY pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dalam penelitian ini membutuhkan  

sebuah teori yang mana sebagai landasan untuk menggambarkan, memetakan, 

menganalisa, menyimpulkan bentuk pertimbangan hakim tersebut dan melihat 

apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tingkat angka dispensasi kawin 

secara signifikan khususnya pada Pengadilan Agama Di DIY. 
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Al-Quran menjelaskan bahwa hidup berpasang-pasangan adalah naluri 

setiap makhluk hidup, termasuk manusia. Sebagaimana bunyi firman Allah 

SWT dalam al-Qur’an surat Aẓ-Ẓariyāt (51) Ayat 49 sebagai berikut: 

 26.ومن كلّ شيء خلقنا زوجين لعلّكم تذكّرون
 

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu 

mengingat (kebesaran Allah)”. 

 

Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan 

gejolak seksual atau mengembangkan keturunan, tetapi juga merupakan salah 

satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan 

disebut sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi untuk mencapai tujuan 

perkawinan yang mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang 

dimaksud berupa persiapan jasmani maupun rohani. Hal itu sebagai antisipasi 

agar perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak 

berakhir dengan perceraian. Kematangan jasmani dan rohani sangat berkaitan 

erat dengan umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga 

mutlak. Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya. 

Suatu perkawinan tanpa adanya perencanaan yang matang baik dari 

segi jasmani maupun rohani jelas lebih beresiko kepada berakhir dengan 

perceraian yang disebabkan oleh adanya krisis akhlak, minimnya tanggung 

jawab, tidak adanya keharmonisan rumah tangga serta kurang siapnya organ 

reproduksi calon isteri untuk melahirkan karena umur yang masih relatif 

muda. 

                                                           
26

 Aẓ-Ẓariyāt (51) : 49. 
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Perkawinan dalam Islam bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan 

gejolak seksual atau mengembangkan keturunannya semata, sebagaimana 

kebanyakan manusia pada hari ini.27 Tetapi, juga merupakan salah satu sarana 

untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT sehingga perkawinan disebut 

sebagai lembaga yang suci dan luhur. Demi mencapai tujuan perkawinan yang 

mulia tersebut diperlukan adanya persiapan. Persiapan yang dimaksud berupa 

persiapan jasmani maupun rohani. Hal itu sebagai upaya antisipasi agar 

perkawinan yang akan dilangsungkan dapat bertahan lama dan tidak berakhir 

dengan perceraian. Kematangan jasmani maupun rohani sangat berkaitan erat 

denagn umur seseorang walaupun hal tersebut bukan sebagai harga mutlak. 

Mengingat kematangan setiap orang berbeda dengan yang lainnya. 

Suatu perkawinan tanpa adanya perencanaan yang matang baik dari 

segi jasmani dan rohani jelas lebih beresiko pada suatu hal yang tidak 

diinginkan. Besar kemungkinan perkawinan tersebut berakhir dengan 

perceraian yang disebabkan oleh adanya krisis akhlak, minimnya tanggung 

jawab, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga serta kurangnya 

siapnya organ reproduksi calon isteri untuk melahirkan karena umur yang 

masih relatif muda. 

Ajaran Islam memang tidak ada ketentuan secara jelas tentang 

standarisasi usia untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hal ini hanya 

didasarkan pada standar usia بلغ (dewasa) saja. Apabila telah mempunyai 

keinginan dan kemampuan untuk menikah hendaknya seseorang 

                                                           
27

 Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim 

Vol. 14, No. 2 (2016), hlm. 191. 
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menyegerakan untuk menikah. Namun, bila anak di bawah umur yang 

berkeinginan untuk melangsungkan suatu perkawinan maka diharuskan untuk 

terlebih dahulu mendapatkan izin dari kedua orang tua serta mengajukan 

permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan agama yang ditunjuk oleh kedua 

orang tuanya tersebut. Definisi dari dispensasi itu sendiri adalah izin 

pembebasan dari suatu kewajiban.
28

 Jadi, dispensi kawin adalah izin 

pembebasan dari suatu ketentuan tentang batas minimal usia kawin bagi 

pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, namun usianya masih di 

bawah umur, masalah dispensasi kawin ini termasuk dalam kewenangan 

absolut Pengadilan Agama untuk mengadili. 

Berangkat dari persoalan tersebut di atas, maka teori pertama yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori sadd al-ẓarī’ah yaitu 

sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung 

unsur kerusakan. Oleh karena itu, untuk menghindari jalan yang bisa 

membawa kepada kerusakan, maka wajib ditutup (Saddu). Ibnu Qayyim al-

Jauziyyah mengatakan: “bahwa pembatasan pengertian al-ẓarī’ah kepada 

sesuatu yang dilarang saja tidaklah tepat, karena ada juga al-ẓarī’ah yang 

bertujuan kepada yang dianjurkan”.
29

 Oleh sebab itu, menurutnya pengertian 

al-ẓarī’ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum shingga mengandung 

dua pengertian, yaitu sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan (sadd al-ẓarī’ah) 

                                                           
28

  Pius A. Dkk, Kamus Ilmiah Populer. (Surabaya: Arkola, tt.), hlm. 117. 
29
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dan sesuatu yang dituntut untuk dilaksanakan (fatḥ al-ẓarī’ah). Pernyataan 

tersebut sesuai dengan bunyi kaidah ụsūl: 

 30.درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan-kerusakan itu didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak demikian sangat mungkin 

mafasidnya yang diperoleh, sedangkan mashlalihnya tidak dihasilkan)”. 

 

Teori kedua adalah teori Maṣlaḥah. Imam al Gazali mengemukakan:  

“pada prinsipnya Maṣlaḥah adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemadaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarat syara’”.
31

 Jadi, 

beliau memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan 

syara’ sekakalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia. Karena 

kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, 

tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. 

Para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagaian Maṣlaḥah 

yang dilihat dari beberapa segi, yaitu antara lain.
32

 

1. Dari segi kualitas dan kepentingannya 

Dari segi ini, para ahli usul fikih membaginya dalam tiga macam, 

yaitu: 

a. Maṣlaḥah al-Ḍarūriyyah, adalah segala sesuatu yang harus ada demi 

tegaknya kehidupan manusia. Baik yang bersifat diniyayah atau 
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duniawiyyah, dalam arti bila daruriyyah tidak berdiri maka rusaklah 

kehidupan manusia di dunia ini. Dharuriyyah juga disebut sebagai 

kebutuhan tingkat ‘primer’ adalah sesuatu yang harus ada untuk 

eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan 

manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan 

kehidupan manusia. Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan 

pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan jenis ini ada 

lima macam, yaitu: 1) memelihara agama, 2) memelihara jiwa, 3) 

memelihara akal, 4) memelihara keturunan, dan 5) memelihara harta. 

Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-Maṣāliḥ al-Khamsah.
33

 

b.  Maṣlaḥah al-Ḥājiyyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

menyempurnakan kemaslahatan pokok/dasar sebelumnya yang berbentuk 

keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar 

manusia.
34

 Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan (rukhsah) 

untuk meringkas shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang dalam 

perjalanan. Semuanya itu disyari’atkan Allah untuk mendukung 

kebutuhan mendasar tersebut di atas.
35
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c. Maṣlaḥah al-Taḥsīniyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap 

berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.
36

 

Ketiga bentuk kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang 

muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. 

Kemaslahatan ḍarūriyyah harus lebih didahulukan dari kemaslahatan 

ḥājiyyah, dan kemaslahatan ḥājiyyah lebih didahulukan dari kemaslahatan 

taḥsīniyyah. 

2. Dari segi keberadaannya 

Dilihat dari segi ini, Maṣlaḥah terbagi menjadi tiga bagian: 

a. Maṣlaḥah al-Mu´tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh 

syara’.
37

 Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan 

jenis kemaslahatan tersebut. Sebagai contoh, Umar ibn al-Khuttab 

mengqiyaskan hukuman bagi orang yang meminum-minuman keras sama 

dengan hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina yaitu 

80 kali dera. Cara melakukan qiyās ini, menurut para ulama usul fikih 

termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Artinya, bentuk dan 

jenis hukuman dera 10 kali bagi seseorang yang meminum-minuman 

keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain 

berbaut zina, kemaslahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama 

dapat dijadikan sebagai landasan hukum. 
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b. Maṣlaḥah al-Mulgāḥ, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, 

karena bertentangan dengan ketentuan syara’.
38

 Misalnya, seorang ahli 

fikih Maliki di Spanyol menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-

turut bagi penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan 

isterinya di siang hari pada bulan Ramadhan. Para ulama memandang 

hukum ini bertentangan dengan ketentuan syara’, karena bentuk-bentuk 

hukuman itu harus ditetapkan secara berurut. Bentuk kemaslahatan 

seperti ini tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. 

c. Maṣlaḥah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak 

didukung syara’ dan tidak pula ditolak syara’ melalui dalil yang rinci.39 

Kemaslahatan ini dalam bentuk ini terbagi menjadi dua: 1) Maṣlaḥah al-

Garībah, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama 

sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci atau secara 

umum. Imam al-Syạtibī mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak 

ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. 2) Maṣlaḥah al-

Mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara’ atau 

nass yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan makna nass (ayat atau 

ḥadīs). 

Teori yang cenderung digunakan penulis dalam penyusunan Tesis ini 

adalah teori yang difahami Imam al-Ghazali tentang Mạslạhah Mursalah 

yang sebagian besar jumhur ulama juga menerimanya sebagai salah satu 
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metode dalam menggali hukum Islam. Di antara alasan jumhur ulama dalam 

menetapkan maslahah sebagai ḥujjah dalam menetapkan hukum, antara 

lain:
40

 

a. Hasil induksi terhadap ayat atau ḥadīs menunjukkan bahwa setiap hukum 

mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. 

b. Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan 

tempat, zaman, dan lingkungan. 

c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa 

perbuatan sahabat. Misalnya, sahabat Abu Bakar mengumpulkan al-

Qur’an atas saran Umar Ibn Khathab, sebagai salah satu kemaslahatan 

untuk melestarikan al-Qur’an dan menuliskannya pada satu logat bahasa 

di zaman Ustman bin ‘Affan demi memelihara tidak terjadinya perbedaan 

bacaan al-Qur’an itu sendiri. 

Teori ketiga adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) pasca 

revisi, meskipun sudah dijelaskan secara umum tentang ketentuan bagaimana 

peraturan batas usia perkawinan dalam konstitusi di atas tersebut. Di antara 

bunyi masing-masing ayat di atas sebagai berikut: 

a. Pasal 7 Ayat (1) 

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun. 
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b. Pasal 7 Ayat (2) 

Dalam Pasal 7 Ayat (2) ini menyatakan apabila terdapat 

penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orang tua dari 

pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi 

kawin kepada Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti 

pendukung.
41

 

Mengacu kepada ketiga teori di atas, bagaimana penerapan diskresi 

hakim mengenai dispensasi kawin bagi perkawinan di bawah umur 

hendaknya berdasarkan sadd al-ẓarī’ah, maṣlaḥah, serta ketentuan dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 

Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2). Apabila hal ini dapat dipenuhi, maka 

dimungkinkan penerapan hakim tersebut mampu mewujudkan sebuah 

maṣlaḥah bagi berbagai pihak serta dapat mengantarkan kepada tujuan 

perkawian yang suci dan luhur. 

 

F. Metode Penelitian 

Penyusunan dalam Tesis ini, suapaya memperoleh kajian yang bisa 

dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menggunakan metode 

sebagai berikut:  
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1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research).
42

 

Data akan diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepth 

interview) terhadap sejumlah informan yang berkaitan yakni hakim-

hakim Pengadilan Agama Di DIY terkait diskresi hakim mengenai 

dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan berinteraksi 

dengan lingkungan, individu atau kelompok masyarakat bila 

diperlukan, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
43

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu model dalam 

meneliti kelompok manusia, obyek, kondisi atau pemikiran, serta kelas 

peristiwa pada masa sekarang. Tujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. 
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c. Pendekatan Penelitian 

Penulis memakai pendekatan yuridis-normatif dan empiris dalam 

penelitian ini. Pendekatan tersebut menggunakan tolak ukur Agama, 

berupa al-Qur’an, Hadis, dan Kaedah-Kaedah Fikih serta aturan yang 

berupa hukum positif. Hal ini normatif dilihat dari sisi hukum Islam itu 

sendiri dan yuridis digunakan untuk menganalisa dari sistem 

perundang-undangan yang sudah ada. 

2. Data dan Sumber Data 

Data merupakan hal pokok dalam penelitian, karena dengan adanya 

data penelitian dapat dilakukan. Cara untuk mendapatkannya diperlukan 

sumber-sumber data yang tepat dan memadai. Sumber-sumber data yang 

digunakan penulis dalam rangka menggali data-data yang diperlukan, 

dipilah dua kategori, yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan menjadi bahan 

utama yang kemudian diolah penelti. Sumber data primer yang menjadi 

dasar penelitian yakni mencari data-data dokumentasi yang berkaitan 

dengan penerapan diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca 

revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di 

Pengadilan Agama Di DIY. Penelitian dengan cara mengumpulkan dari 

lapangan yang ada relevansinya dengan masalah yang ada di 

Pengadilan Agama Di DIY. 
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b. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dengan jalan studi keputusan atau dari 

dokumen-dokumen seperti al-Qur’an, buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, 

undang-undang kompilasi hukum Islam (KHI) yang berhubungan erat 

dengan masalah yang diajukan, serta website resmi atau berita online 

dan offline. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis akan menempuh atau 

menggunakan beberapa metode pengumpulan data: 

a. Interview (Wawancara) 

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan 

mewawancarai para hakim atau memberikan pertanyaan kepada 

responden yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian dan 

interview dilaksanakan dengan berbagai pihak yang berkompeten yang 

berkaitan dengan penelitian, yaitu hakim dalam hal ini yang 

mempunyai wewenang dalam memutuskan dispensasi kawin. 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

literatur yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda,
44

 dan sebagainya yang berkaitan dengan 

objek penelitian ini. Adapun maksud metode ini guna mendapatkan 

data tentang dokumen-dokumen yang ada, dengan melalui sumber-
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sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas yaitu data dan 

dokumen-dokumen di Pengadilan Agama Di DIY secara literature yang 

berkaitan dengan fokus kajian. 

4. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data yang penulis gunakan 

adalah dengan metode induktif.
45

 Pada penelitian ini akan dilihat pendapat-

pendapat para hakim Di DIY terkait diskresi hakim mengenai dispensasi 

kawin dengan melihat pertimbangan-pertimbangan yang terjadi pada masa 

yang semakin modern ini. Tidak hanya pendapat hakim semata, akan tetapi 

penulis juga akan meneliti ide-ide untuk menekan tingginya dispensasi 

kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh di 

persidangan. 

Operasionalisasi dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan data 

yang penulis temukan dalam praktek penerapan diskresi hakim mengenai 

dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan yakni deskriptif-

analitik guna mengetahui bagaimana diskresi hakim mengenai dispensasi 
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kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan pada Pengadilan Agama Di DIY agar terungkap secara 

sistematis dan faktual penelitian yang dilaksanakan. 

 

G. Sistematika Pembahasan  

Adapun sistematika pembahasan dalam Tesis ini, penulis membagi 

pembahasan ke dalam 5 (lima) Bab yang telah disesuaikan pembahasannya, 

selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar secara 

keseluruhan, sehingga bab ini memerpeoleh gambaran secara umum tentang 

pembahasan penelitian. Bab ini berisikan  seabagaimana biasanya yakni latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, teori yang digunakan, dan sistematikan 

pembahasan. 

Bab kedua, akan dijelaskan lebih luas tentang pembahasan yang 

berkaitan dengan diskresi hakim, batas usia perkawinan dan dispensasi  kawin 

pada Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019-2020 pasca revisi . Bab ini di 

dalamnya akan berisi beberapa sub-sub diantaranya meliputi bahasan tentang 

tinjauan umum mengenai konsep batas usia perkawinan, konsep tentang 

dispensasi perkawinan. Juga akan dijelaskan bagaimana tinjauan umum 

tentang teori-teori Maṣlaḥah Mursalah, kaidah-kaidah fiqiyah, dan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini teori-

teori tersebut akan menjawab atau menjelaskan bagaimana seharusnya 
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peraturan di tegakkan di dalam kehidupan sehari-hari. Guna untuk tercapainya 

keadilan bagi setiap orang . 

Bab ketiga, membahas gambaran umum Pengadilan Agama Di DIY 

yang terdiri dari lima Pengadilan Agama. Bab ini juga memaparkan data 

khusus dalam putusan di persidangan yang berkaitan dengan penerapan 

diskresi hakim mengenai dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, menjelaskan tentang 

dinamika perdebatan dispensasi kawin serta bagaimana Pertimbangan Hakim 

Pengadilan Agama Di DIY dalam memberikan dispensasi kawin pasca revisi 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Bab keempat, ini akan membahas tentang laporan hasil penelitian yang 

terdiri dari analisis mengenai bagaimana penerapan diskresi hakim mengenai 

dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan di Pengadilan Agama Di DIY. Dalam hal ini penulis akan 

menggunakan pisau analisis, Mạslạhah Mursalah, Kaidah-Kaidah Fiqhiyah 

dan Perundang-undangan  yang berlaku di Indonesia. Dari data yang diperoleh 

akan dianalisis dan dipaparkan pada bab ini dengan tujuan mempermudah 

pembaca memahami hasil dari penelitian.  

Bab kelima, merupakan bab terakhir dalam penulisan Tesis ini, dari 

sebuah peneltian yang berisi kesimpulan dari pembahasan-pembahasan pada 

bab sebelumnya. Adapun kesimpulan merupakan jawaban dari pokok 

permasalahan yang dibahas juga hasil analisinya. Dalam bab ini juga berisi 

saran yang konstruktif terhadap penelitian selanjutnya dengan melihat hasil 
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analisis yang dihasilkan dalam penelitian ini. Dan tentunya untuk memberi 

khazanah keilmuan baru tentang penerapan diskresi hakim mengenai 

dispensasi kawin. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, dan tentunya setelah penulis mengkaji dan 

mengadakan penelitian terhadap penerapan diskresi hakim megenai 

dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Di DIY dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

1. Para Hakim Di DIY sepakat bahwa adanya aturan dispensasi kawin, hanya 

sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil di luar 

kawin. Dikabulkannya dispensasi kawin disebabkan hamil tidak 

bermaksud untuk menentang aturan usia kawin di dalam Undnag-Undang 

Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak atau bahkan melegalkan 

perkawinan dini. Menurut para hakim Di DIY, jika kedua belah pihak 

yang diajukan dispensasi kawin tidak merasa didiskriminasi dan terampas 

haknya, maka hal tersebut tidak termasuk melanggar Undang-Undang 

Perlindungan Anak. Dispensasi kawin disebabkan hamil yang dikabulkan 

juga bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang 

ada di dalam kandungan ibunya serta meminimalisir terjadinya keburukan-

keburukan lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan 

psikologis bahkan kemungkinan terburuknya adalah bunuh diri. 

2. Penerapan diskresi hukum dalam penetapan dispensasi kawin dapat dilihat 

dari proses analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan Pasal 7 UU 

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Karena 
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peraturan peundang-undangan tersebut tidak menjelaskan secara rinci 

alasan seseorang yang belum mencapai batas usia minimal diberi 

dispensasi untuk melakukan dispensasi perkawinan. Di samping itu, hakim 

melakukan pemilihan fakta-fakta yang diajukan seseorang, sehingga dapat 

dipilih fakta yang relevan dan benar-benar menjadia lasan hukum yang 

tepat. Dengan melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan 

pemilihan serta fakta inilah seorang hakim dapat membuat keputusan yang 

bijaksana, yaitu keputusan yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan 

kemanfaatan hukum.  

B. Saran 

Setelah penulis memberikan kesimpulan di atas, maka perkenanlah 

penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:  

1. Para Hakim Pengadilan Agama, khususnya dalam menangani kasus 

permohonan dispensasi kawin, sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati 

dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Ha ini dikarenakan, bisa 

saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan 

dispensasi kawin agar Hakim tetap dapat menikahkan anak yang masih 

tergolong usia dini. 

2. Para orang tua, tokoh Agama, tokoh masyarakat, pemerintah, bahkan 

masyarakat pada umumnya, diharapkan untuk saling mendukung satu 

sama lain dalam rangka membimbing, menjaga dan mengarahkan para 

penerus bangsa agar tidak terjerumus ke jalan yang merusak moral 

bangsa. 
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3. Penegak hukum, yakni Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, 

diharapkan untuk tetap melaksanakan tugasnya secara jujur, karena 

manipulasi untuk menaikkan usia para pihak yang belum cukup umur 

akan membuat masyarakat semakin menganggap remeh kasus pernikahan 

pada usia dini. 

4. Untuk pihak Legislatif -Yudikatif dan Eksekutif, agar meninjau kembali 

aturan Undang-Undang tentang batasan usia kawin bagi kedua calon 

mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama usia 19 (sembilan belas) 

tahun. Akan tetapi, meskipun batas usia perkawinan sudah direvisi dalam 

fakta-fakta di lapangan masih banyak terjadi kasus-kasus perkara 

dispensasi kawin, persoalan-persoalan seperti inilah hendaknya 

pemerintah atau yang memangku kekuasaan lebih ikut andil dalam 

mensosialisasikan perundang-undangan yang ada di Indonesia. 

5. Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan bagi 

pemangku kepentingan kekuasaan agar lebih intensif dan masif lagi dalam 

memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang batas usia 

nikah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal ini diharapkan kepada 

Lemabaga Legislatif yang merupakan salah satu dewan atau yang 

mempunyai tugas dan wewenang dalam membuat serta merumuskan 

undang-undang yang ada di Indonesia. Karena dimungkinkan undang-

undang yang baru keluar ini tidak setiap orang dapat memperoleh 

informasi tentang perubahan aturan tersebut, supaya masyarakat yang 

diatur oleh hukum negara itu dapat memperoleh kepastian, kemanfaatan, 
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dan keadilan serta tidak merasa terdiskriminasi didalam kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. Dan juga membuat aturan baru mengenai 

dispensasi kawin, karena masih banyak ditemukan di Pengadilan Agama 

melonjaknya angka dispensasi kawin yang diajukan oleh masyarakat. 

Sehingga ketetapan batas usia yang sudah diperbaharui tidak hanya 

menjadi pajangan yang tidak memiliki dampak dan pengaruh terhadap 

tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia. 
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TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH 

Hal. 

Nomor 

Footnote 

Ayat al-Qur’an 

Hadis dan 

Istilah-Istilah 

Lain 

Terjemahan 

16 23 QS. Aẓ-Ẓariyāt 

(51): 49 

Dan segala sesuatu Kami ciptakan 

berpasang-pasangan agar kamu mengingat 

(kebesaran Allah). 

23 28 Kaidah Fiqhiyah Menolak kerusakan-kerusakan itu 

didahulukan daripada menarik 

kemaslahatan-kemaslahatan (jika tidak 

demikian sangat mungkin mafasidnya yang 

diperoleh, sedangkan mashlalihnya tidak 

dihasilkan. 

52 22 QS. An-Nisā’ 

(4): 6 

Dan ujilah anak-anak yatim itu ketika 

mereka mencapai usia pernikahan, apabila 

kamu telah menemukan tanda-tanda 

kecakapan (rusyd) pada diri mereka, maka 

sarankanlah kepada mereka harta-harta 

mereka… 

52 23 Hadis Wahai para pemuda, barang siapa diantara 
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diriwayatkan 

oleh (Bukhari 

dan Muslim). 

kalian yang sudah sanggup menikah, maka 

segeralah menikah, karena pernikahan 

tersebut sangat menjaga pandangan dan 

kemaluan, namun bagi yang belum 

sanggup, menikah, hendaklah dia 

berpuasa, karena puasa tersebut akan 

menjaga dirinya. 

75 64 Istilah )بلغ) Adalah salah satu fase pertumbuhan anak 

dalam Islam yang dikenal juga dengan 

masa pubertas. 

79 71 Maṣlaḥah 

Mursalah 

Adalah mengambil manfaat dan menolak 

kemadaratan dalam rangka memelihara 

tujuan-tujuan syarat syara’ 

62 45 Dispensasi 

Kawin 

Dispensasi secara etimologi memiliki arti 

pengecualian dari suatu aturan yang umum 

untuk ke suatu peraturan yang khusus, 

pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan, pengecualian tindakan 

berdasarkan. 
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